SALINAﬂ

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 56/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
PRESENTASE DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSUNG OLEH

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- a. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

$ 1.

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota yang mengatur tentang Syarat Minimal Kursi atau
Akumulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan
Jumlah Minimum Dukungan, Presentase Dukungan bagi
Bakal Pasangan Calon yang Diusung oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi
atau Akumulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai Dasar
Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Presentase
Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang Diusung oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12,

13.

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1125);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
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dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

14. Berita Acara Nomor: 30/BA/V/2014 tentang Penetapan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terplih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB
DPRD Kab/Kota).

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor

Menetapkan

KESATU

KEDUA

14 /Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
55/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
tanggal 8 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI ATAU
AKUMULASI PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PRESENTASE
DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSUNG
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

: Syarat minimal kursi atau akumulasi perolehan suara hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan,
presentase dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusung
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yaitu 9 Kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari 428.941
perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten
Batang Tahun 2014 yaitu 107.236 suara sah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya Ketua Komisi Pemilihan Umum

Yl
> Kep

SEKRETAR

\PEM/;
SEmed

Oy 0

etariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

ten Batang
b Bagian Hukum

= Ttd.

Adi Pranoto

d idih.kpu.go.id/jateng/batang



https://jdih.kpu.go.id/jateng/batang

	NPSCN001(3).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf

